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Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah 
SWT, namun keberadaannya di masyarakat itu sering terjadi karena 
meskipun dibenci oleh Allah SWT tidak ada ayat ataupun hadits 
yang melarangnya. Dari setelah terjadinya perceraian terdapat adanya 
akibat yang ditimbulkan seperti nafkah anak, pengasuhan anak dan 
harta bersama. Jika perceraian itu dilakukan tanpa melalui 
keputusan hakim Pengadilan Agama maka tentu akan tidak 
terjaminnya hak keperdataan terutama pada anak. Akan tetapi, 
dalam hukum Islam seorang ayah meskipun sudah bercerai dengan 
istrinya hubungan dengan anaknya tidak terputus, sang ayah tetap 
berkewajiban memberi nafkah baik nafkah pemeliharaan maupun 
nafkah pendidikan anaknya.  
Dampak yang ditimbulkan dari perceraian tanpa melalui 
keputusan hakim Pengadilan Agama terhadap nafkah anak yaitu 
tidak terjamin dan tidak terlaksananya secara maksimal pemberian 
nafkah terhadap anak yang tinggal dengan mantan istri, karena tidak 
adanya kekuatan hukum dari perceraian yang dilakukan tanpa 
melalui keputusan hakim Pengadilan Agama, jika perceraian itu 
dilakukan di hadapan sidang pengadilan maka seorang ayah dapat 
dipaksa untuk membayar nafkah untuk anaknya karena peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu bersifat memaksa, 
namun dalam hukum Islam ayah tetap berkewajiban untuk memberi 
nafkah kepada anaknya karena memberi nafkah kepada anak itu 
wajib sebagaimana memberi nafkah kepada diri sendiri.  
 





Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata  ََلَطَاق/ََقَلْطَإ/ 
َُقُلْطَي- ََقََلط artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan 
berakhirnya hubungan perkawinan.1 Jadi, talak adalah 
menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya 
ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. 
Perceraian juga dapat diartikan mengurangi pelepasan ikatan 
perkawinan yaitu berkurangnya hak talak bagi suami yang 
mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak 
suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari 
satu menjadi hilang atau tidak ada.2 
Sedangkan kata nafkah berasal dari kata infak yang 
artinya mengeluarkan dan arti kata ini tidak digunakan selain 
untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah 
nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuata yang diinfakkan 
atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. 
Adapun nafkah menurut syara’ adalah kecukupan yang 
diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat 
tinggal. 
 Nafkah itu terbagi atas dua macam, yaitu: 
a. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang untuk 
dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus 
didahulukan daripada nafkah untuk orang lain 
b. Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang 
lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib 
ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan dan 
hak kepemilikan.3  
 
PEMBAHASAN 
1. Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 
a. Dasar Hukum Perceraian 
Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu 
yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqih disebut 
makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha 
pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahapan. 
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Di dalam Al-Quran tidak terdapat adanya ayat-ayat yang 
menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, walaupun 
banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya 
sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam 
bentuk suruhan atau larangan.4 
Dalam surat Al-Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa: 
اَذِإَو َُمُتْقََّلط ٱََءاَسِّنل ََنْغَل َب َف ََّنُهَلَجَأ َْوُكِسْمََأفََّنُه  َفْوُرْعَمِب َْوَأ ََّنُهْوُحِّرَس  َفْوُرْعَمِب 
ََلَو ََّنُهْوُكِسْمُت ًاراَرِض َْاوُدَتْع َتِّل َْنَمَو َْلَعْف َي  ََذََكِل َْدَق َف ََمََلظ َُهَسْف َن ََلَو َْاوُذِخَّت َت 
 ََياَءَِت ٱَِهَّلل اًوُزُه ََوٱَْاوُرُكذ ََتَمِْعن ٱَِهَّلل َْمُكْيَلَع اَمَو ََلَز َْنأ مُكْيَلَع َِّمََن ٱ ََتِكلَِب 
ََوٱَِةَمْكِحل َْمُكُظَِعي َِِهب ََوٱَْاوُقَّ ت ٱََهَّلل ََوٱَْاوُمَلْع ََّنَأ ٱََهَّلل َِّلُكِب  َءْيَش  َميِلَع. 
Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu 
mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka 
dengan cara yang ma´ruf, atau ceraikanlah mereka dengan 
cara yang ma´ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka 
untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian 
kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, 
maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya 
sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah 
permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa 
yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan 
Al Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran 
kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan 
bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-
Baqarah: 231)5 
 
Kemudian dengan menilik kemaslahatan atau 
kemudharatannya hukum talak ada empat: 
1. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, 
sedangkan dua hakim yang mengurus perkara 
keduanya memandang perlu upaya keduanya bercerai. 
2. Sunat. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar 
dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau 
perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. 
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3. Haram (bid’ah) dalam dua keadaan, pertama, 
menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. 
Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah 
dicampurinya dalam waktu suci itu. Sabda Rasulullah 
SAW: 
َْنَعَو َِنْبا ََرَمَع ََُهَنأ ََقََّلط ََُهَتأَرْمِإ ََىِهَو  َضِئَح ىِف َِدْهَع َِلْوُسَر َِللا ىَّلَص َُللا َِهْيَلَع 
ََمَّلَسَو ََلَأَسَف َُرَمُع ََلْوُسَر َِللا ىَّلَص َُللا َلَعَِهْي ََمَّلَسَو َْنَع ََكِلَذ ََلاَق َف :"َُهْرُم 
اَهْعِجاَر ُيْل َف ََّمَث اَهْكِسْمُِيل ىَّتَح ََرُهْطَت ََُّمث ََضْيِحَت ََُّمث ََرُهْطَت ََُّمث َْنِإ ََءاَش  ََكَسْمَأ َُدْع َب 
َْنِإَو ََءاَش ََقََّلط ََلْب َق َْنَأ ََّسَمَي ََكْلَِتف َُة َّدِعْلا َْيِتَّلا ََرََما َُللا َْنَأ ََّلطُتََق اَهَل َُءاَسِّنلا" 
َُقَفَّ تُم َِهْيَلَع   
“Dari Ibnu Umar bahwsannya ia telah menceraikan 
istrinya ketika sedang dalam haid pada zaman Rasulullah 
saw. Beliau bersabda: “Perintahlah ia merujuk istrinya, 
kemudian menahannya sampai ia suci, lalu masa haid dan 
suci lagi. Setelah itu, bila ia menghendakai, ia boleh 
menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya 
sebelum disentuh” itulah masa iddah yang diperintahkan 
Allah bagi istri yang dicerai.” (H.R. Bukhari dan 
Muslim).6 
 
 Hadits ini menjelaskan bahwa mentalak istri yang 
sedang dalam keadaan haid itu tidak diperbolehan, suami 
harus rujuk dan menunggu sampai istri dalam keadaan suci, 
haid, dan kemudian suci lagi. Setelah itu barulah suami dapat 
mentalaknya atau mempertahankanya. 
 
4. Makruh, yaitu hukum asal dari talak.7 
Menurut para Ulama, sebagaimana dikatakan oleh 
Sayyid Sabiq bahwa “Talak yang sah adalah talak yang 
diucapakan oleh suami yang baligh dan berakal. Jika suaminya 
gila, sedang mabuk sehingga tidak dalam keadaan sadar, 
talaknya sia-sia, seperti talak yang diucapkan oleh suami yang 
belum baligh”. Kemudian selain baligh dan berakal suami 
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haruslah merdeka, hal itu telah disepakati oleh para Ulama 
apabila ingin dinyatakan sah talaknya. Sedangkan laki-laki 
mentalak istrinya dalam keadaan terpaksa, mabuk, lalai, atau 
dalam keadaan lupa dalam hal ini perbedaan pendapat 
Ulama, adanya yang menyatakan sah ada pula yang 
menyatakan talaknya adalah sia-sia, sehingga dalam 
pengucapan talak diperlukan kesempurnaan kemampuan 
karena dikhawatirkan kalimat talak ini hanya dipermainkan 
oleh para laki-laki:8   
 
b. Macam-macam Perceraian 
 Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya 
rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
 
a. Talak Raj’i 
 Talak raj’i yaitu talak di mana suami masih mempunyai 
hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu 
dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar 
sudah digauli.9 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 
dalam QS. Ath-Thalaq ayat 1: 
اَهُّ َيَأي ٱَُّيِبَّنل اَذِإ َُمُتْقََّلط ٱََءاَسِّنل ََّنُهْوُقَِّلطَف ََّنِِهت َّدِعِل َْاوُصْحَأَو ٱََة َّدِعل ََوٱَْاوُقَّ ت ٱََهَّلل 
َْمُكََّبر ََل ََّنُهْوُِجرْخُت َْنِم ََّنِِهتوُي ُب ََلَو َْخَيََنْجُر ََّلِإ َْنَأ ََنِْيتَْأي  ََِفب َةَشِح  َةَن ِّ ي َبُّم ََكِْلتَو 
َُدْوُدُح ٱَِهَّلل َْنَمَو ََّدَع َت َي ََدْوُدُح ٱَِهَّلل َْدَق َف ََمََلظ َُهَسْف َن ََل َْيِرْدَت ََّلَعَل ٱََهَّلل َُثِدْحُي 
ََدْع َب  ََذََكِل اًرْمَأ.   
Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-
isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada 
waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 
dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada 
Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari 
rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar 
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. 
Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang 
melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia 
telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 
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mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu 
sesuatu hal yang baru.” (QS. Ath-Thalaq: 1)10 
Maksud ayat di atas adalah apabila si istri telah diceraikan dan 
masih dalam masa iddah maka suami boleh merujuknya 
kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali. Allah SWT 
berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229:  
ٱ َلَّطلَُق َِنَاتَّرَم َُكاَسْمَِإف ََمِب َفْوُرْع وَأ َُحِْيرْسَت  َناَسْحِِإب ََلَو َُّلِحَي َْمُكَل َْنَأ َْاوُذُخَْأت 
ا َّمِم ََّنُهْوُمُتَيتاَء اًئْيَش ََّلِإ َْنَأ اَفاَخَي ََّلَأ اَمْيُِقي ََدْوُدُح ٱَِهَّلل َْنَِإف َْمُتْفِخ ََّلَأ اَمْيُِقي 
ََدْوُدُح ٱَِهَّلل ََلَف ََحاَنُج اَمِهْيَلَع اَمْيِف ٱَْتَدَتف َِِهب ََكِْلت َُدْوُدُح ٱَِهَّلل ََلَف اَهْوُدَتْع َت َْنَمَو 
ََّدَع َت َي ََدْوُدُح ٱَِهَّلل  َلْوَُأفََكِئ َُمُه ٱ ََّظلََنْوُمِل. 
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah 
itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma´ruf atau 
menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi 
kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu 
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 
Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak 
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak 
ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan 
oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum 
Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa 
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-
orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah: 229)11 
 
 Ayat ini pun menjelaskan bahwa talak yang dapat 
dirujuk itu hanya dua kali. Apabila suami ingin rujuk atau 
menceraikan istrinya maka hendaknya menggunakan cara 
yang ma’ruf (baik), dan tidak halal bagi seorang suami 
mengambil kembali mahar yang telah diberikannya terkecuali 
keduanya atau salah satunya khawatir tidak dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah SWT maka tidak ada dosa 
mengenai bayaran atau tebusan yang diberikan oleh istri 




b. Talak Ba’in 
Talak ba’in adalah talak yang memisahkan sama sekali 
hubungan suami istri.12 Talak ba’in juga disebut dengan talak 
yang ketiga atau talak yang jatuh sebelum suami istri 
berhubungan kelamin, atau talak yang jatuh dengan tebusan 
(khulu). Talak ba’in ada dua macam, ba’in sughra dan ba’in 
kubra. Talak ba’in sughra atau ba’in kecil adalah talak yang tidak 
boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas 
suaminya meskipun dalam masa iddah. Talak ba’in kubra atau 
ba’in besar adalah talak yang terjadi tiga kalinya. Talak ini 
tidak boleh dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali 
kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri 
menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian 
ba’da dukhul dan habis masa iddah.13   
Dari dua macam talak tersebut, kemudian dapat 
dilihat dari beberapa segi, antara lain: 
a. Dari segi masa iddah, ada tiga yaitu: 
1. Idah haid atau suci. 
2. Iddah karena hamil. 
3. Iddah dengan bulan. 
b. Dari segi keadaan suami, ada dua: 
1. Talak mati. 
2. Talak hidup. 
c. Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada tiga: 
1. Talak langsung oleh suami. 
2. Talak tidak langsung, yaitu melalui hakim 
(Pengadilan Agama). 
3. Talak melalui hakamain.14 
d. Dari segi baik atau tidaknya, ada dua: 
1. Talak Sunni 
 Yang dimaksud dengan talak sunni ialah talak yang 
pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam 
Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Talak sunni yang telah 
disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh 
suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid 
 468 
 
atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah 
dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan menjatuhkan 
talak itu adalah dalam masa si istri yang ditalak langsung 
memasuki masa iddah.15 Hal ini sesuai dengan firman Allah 
SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 1: 
اَهُّ َيَأي ٱَُّيِبَّنل اَذِإ َُمُتْقََّلط ٱََءاَسِّنل ََّنُهْوُقَِّلطَف ََّنِِهت َّدِعِل َْاوُصْحَأَو ٱََة َّدِعل ََوٱَْاوُقَّ ت ٱََهَّلل 
َْمُكََّبر ََل ََّنُهْوُِجرْخُت َْنِم ََّنِِهتوُي ُب ََلَو ََنْجُرْخَي ََّلِإ َْنَأ ََنِْيتَْأي  ََِفب َةَشِح  َةَن ِّ ي َبُّم ََكِْلتَو 
َُدْوُدُح ٱَِهَّلل َْنَمَو ََّدَع َت َي ََدْوُدُح ٱَِهَّلل َْدَق َف ََمََلظ َُهَسْف َن ََل َْيِرْدَت ََّلَعَل ٱََهَّلل َُثِدْحُي 
ََدْع َب  ََذََكِل اًرْمَأ.   
Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-
isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada 
waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 
dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada 
Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari 
rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar 
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. 
Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang 
melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia 
telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 
mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu 
sesuatu hal yang baru.” (QS. Ath-Thalaq: 1)16 
 Maksud dari waktu memasuki masa iddah pada ayat di 
atas adalah ketika si istri dalam keadaan suci dan belum 
digauli oleh suaminya.  
Dikatakan sebagai talak sunni mempunyai tiga syarat 
berikut: 
b. Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli 
(digauli). bila talak dijatuhkan pada istri yang 
belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak 
sunni. 
c. Istri dapat segera melakukan iddah setelah ditalak, 
yaitu istri dalam keadaan suci dari haid. 
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d. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaaan 
suci, dalam masa suci itu suami tidak pernah 
mengumpulinya (menggaulinya).  
                                                                                                                                                                                                                             
2. Talak Bid’i 
 Talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan pada waktu 
dan jumlah yang tidak tepat. Talak bid’i merupakan talak yang 
dilakukan bukan menurut petunjuk syari’ah, baik mengenai 
waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi 
waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada 
waktu bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi 
jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus, Ulama 
sepakat bawa talak bid’i dari segi jumlah talak, ialah tiga 
sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak bid’i itu haram 
dan melakukannya berdosa.17 
 Dikatakan sebagai talak bid’i antara lain, sebagai 
berikut: 
a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu 
istri tersebut haid (menstruasi). 
b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu 
istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah 
dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci 
tersebut.18 
 
c. Akibat-akibat Perceraian 
Suatu pernikahan yang berakhir karena perceraian, 
maka terdapat adanya akibat hukum yaitu: 
 
 1. Hubungan antara suami istri 
 Mengenai hubungan antara suami istri akibat 
perceraian yaitu mengembalikannya status halal menjadi 
haram sehingga tidak diperbolehkan melakukan hubungan 
intim. 
 
2. Mengenai anak 
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 Menurut Undang-Undang No. 01 tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 41 ayat (1) dan (2) yang telah direvisi dan 
disahkan pada tanggal 16 September 2019 (belum 
dibukukan):  
(1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 
kepentingan anak; bilamana ada perselisihan 
mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan 
memberikan keputusannya;  
(2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan 
anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya 
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, 
Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 
memikul biaya tersebut.19 
 
3. Mengenai harta benda 
 Menurut Pasal 35, Undang-Undang No. 01 tahun 
1974  yang telah direvisi dan disahkan pada tanggal 16 
September 2019 (belum dibukukan), harta benda dalam 
perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta 
benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. 
Disamping ini ada yang disebut dengan harta bawaan dari 
masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak 
tidak menentukan lain.20 
 Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam 
Pasal 88 bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri 
tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu 
dianjurkan kepada Pengadilan Agama.21 Menurut penjelasan 
dari Pasal 35 yaitu apabila perkawinan putus, maka harta 
bersama diatur menururt hukumnya masing-masing. Dalam 
pasal tersebut tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa, 
karena itu mungkin saja perkawinan putus disebabkan karena 
salah satu pihak meninggal (mati), atau mungkin pula karena 
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perceraian. Akan tetapi dalam Pasal 37, mengaitkan putusnya 
perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan 
putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing. 
 
2. Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Islam 
a. Dasar Hukum Nafkah 
a) Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu: 
ََوٱ ََول ََدِلَُت ََنْعِضْر ُي  َلوَأََّنُهَد َِنَْيلْوَح َِنْيَلِماَك َْنَمِل ََدَارَأ َْنَأ ََّمُِتي ٱََةَعاَضَّرل َلَعَوى 
ٱَِدْوُلْوَمل َُهَل ََّنُه ُقْزِر ََّنُه ُتَوْسَِكو َِبٱَِفْوُرْعَمل ََل َُفَّلَكُت  َسْف َن ََّلِإ اَهَعْسُو ََل ََّراَضُت  ََوَُةَدِل 
اَهِدَلَوِب ََلَو  َدْوُلْوَم َُهَّل َِهِدَلَوِب ىَلَعَو ٱَِثِراَول َُلْثِم  ََذََكِل َْنَِإف اَدَارَأ ًَلاَصِف َْنَع  َضاَر َت 
اَمُه ْ نِّم ََتَو َرُواَش ََلَف ََحاَنُج اَمِهْيَلَع َْنِإَو َْمُّتْدَرَأ َْنَأ َْاوُعِضْر َتْسَت  َلوَأَْمَُكد ََلَف ََحاَنُج 
َْمُكْيَلَع اَذِإ َْمُتْمَّلَس اَّم َْمُتْي َتاَء َِبٱَِفْوُرْعَمل ََوٱَْاوُقَّ ت ٱََهَّلل ََوٱَْاوُمَلْع ََّنَأ ٱََهَّلل اَمِب ََنْوُلَمْع َت 
 َر ْ يِصَب.  
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi 
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada 
dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu 
disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-
Baqarah: 233)22 
 
  Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa 
kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu 
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dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya 
memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan 
besarnya kebutuhan hidup yang wajar, seperti halnya yang 
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil yaitu 
makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan 
dasar lainnya yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. 
Kadar nafkah dalam ayat di atas yaitu sesuai dengan 
kemampuan si ayah untuk memberi nafkah dengan cara yang 
ma’ruf. 
b) Dalam surat ath-Thalaq ayat 7, yaitu: 
َْقِفْن ُِيل  َةَعَسْوُذ َْنِّم َِهِتَعَس َْنَمَو ََرِدُق َِهْيَلَع َُُهقْزِر َْقِفْن ُيَلف اَّمِم  ََىتاَءَُه ٱَُهَّلل ََل َُفِّلَكُي ٱَُهَّلل 
اًسْف َن ََّلِإ  َ َىتاَءاَماَه َُلَعْجَيَس ٱَُهَّلل ََدْع َب َْسُع َر اًرْسُي  . 
Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan 
rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan 
beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. ath-Thalaq: 7)23 
   
Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk 
memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa 
hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya yaitu mampu dan memiliki rezeki untuk 
memberikan nafkah kepada istri dan anak-anakanya dengan 
kadar kemampuannya sehingga anak dan istrinya kelapangan 
dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya artinya yaitu orang yang terbatas penghasilannya, 
maka jangan sampai dia memaksakan dirinya untuk 
memenuhi nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari 
sumber yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT, maka baik istri 
atau mantan istri jika meminta nafkah tehadap suami atau 
mantan suaminya untuk nafkah anak, jangan menuntut 
begitu banyak yang sampai melebihi kadar kemampuan 
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mantan suami, karena Allah SWT dalam ayat ini menjanjikan 
bahwa kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan. 
c) Hadits 
َْنَعَو يَِبأ ََةَر ْيَرُه ىِضَر َُللا ىَلاَع َت َُهْنَع ََلَاق: ََءاَج  َلَُجر ىلإ لاَِّيِبَّن ََلاَق َف: َْوُسَرَاي 
َِل َِللا يِدْنِع ؟ راِنْيِد ََلَاق: َُهْقِفَْنا ىَلَع ََكِسْف َن ََلَاق: يِدْنِع ؟ُرَخآ ََلَاق: َُهْقِفَْنا 
ىَلَع ََكِدَلَو ََلَاق: يِدْنِع ؟ُرَخآ ََلَاق: َُهْقِفَْنا ىَلَع ََكِلْهَأ ََلَاق: يِدْنِع ؟ُرَخآ 
ََلَاق: َُهْقِفَْنا ىَلَع ََكِمِداَخ َقََلا: يِدْنِع ؟ُرَخآ ََلَاق: ََتَْنا َُمَلْعَا َُهَجَرْخَا َُّيِعِفاَّشلا 
ُوَباو ََدواَد َُظْفّلاو َُهَل,  َُهَجَرْخَاَو اَسَّنلا َُّيِئ َُمِكاَحاَو ميِدَِقب َِةَجْوَّزلا ىَلَع َِدَلَوْلا.  
Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. Ia berkata: Seorang 
laki-laki mengadap Nabi ssaw, dan bertanya: “Wahai 
Rasulullah, aku memiliki satu dinar? Rasulullah bersabda: 
“Nafkahilah dirimu sendiri!”. Kata lelaki: “Aku 
mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda: “Infakkanlah 
(nafkahilah) kepada anakmu!”. Kata lelaki: “Aku 
mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda: “Infakkanlah 
(nafkahilah) kepada istrimu!”. Kata lelaki: “Aku 
mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda: “Infakkanlah 
(nafkahilah) kepada pembantumu!”. Lelaki itu tetap 
berkata:“Aku mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda: 
“Engkau yang lebih mengerti (siapa yang harus engkau beri 
nafkah)”. (HR. Syafi’i dan Abu Dawud dan lafal 
hadits menurut Abu Dawud dan diriwayatkan 
juga oleh al-Nasa’i, dan lafal al-Hakim 
mendahulukan istri dan anak.”24  
 
 Hadits ini menyatakan bahwa kepentingan memberi 
nafkah sesuai dengan urutan seberapa dekat dari tanggung 
jawab seorang laki-laki yang sudah berkeluarga atau yang 
sudah menikah, yaitu dari segi keturunan, kekerabatan dan 
kepemilikan. Dijelaskan dalam hadits ini bahwa setelah 
memberi nafkah untuk dirinya sendiri maka setelahnya dari 
oang yang wajib dinafkahi adalah anaknya meskipun telah 
bercerai dengan ibu dari anaknya itu, namun tetap masih 
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berkewajiban untuk memberi nafkah sebab seorang ayah dan 
anak hubungannya tidak akan putus meski dia telah putus 
hubungan dengan istrinya. Kemudian setelah menafkahi 
anaknya dianjukan untuk menafkahi keluarganya yaitu ayah, 
ibu, adik atau kakaknya dan saudaranya apabila dalam 
keadaan tidak mampu. Setelah itu menafkahi pembantu yang 
telah melakukan pekerjaan di rumahnya, namun memberi 
nafkah haruslah sesuai dengan kadar kemapuan yang dimiliki 
jika tidak mampu menafkahi keluarga dan pembantu maka 
setidaknya menafkahi anak kandung sebab anak merupakan 
darah daging sendiri.  
d) Menurut Undang-Undang dan KHI 
Dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang telah direvisi dan disahkan pada tanggal 16 
September 2019 (belum dibukukan), pada BAB X tentang 
Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, Pasal 45 
menyatakan bahwa: 
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik 
anak-anak mereka sebaik-baiknya. 
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau 
dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara kedua orang 
tua putus.25   
 
   Dari Pasal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan 
bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anak adalah 
memelihara dan mendidik sebaik-baiknya yang berarti juga 
menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak baik dalam materi 
mapun non materi dan kewajiban tersebut berlaku sampai 
anak tumbuh dewasa atau sudah mampu dalam mencari 
nafkah untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku 
meskipun kedua orang tua telah bercerai. 
Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dan 
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disahkan pada tanggal 16 September 2019 (belum 
dibukukan), dinyatakan: 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban 
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-
mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak 
pengadilan memberi putusannya. 
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan 
anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya 
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, 
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 
memikul biaya tersebut. 
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami 
untuk memberikan biaya penghidupan dana/atau 
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri26. 
 
 Dalam pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban dan 
akibat dari orang tua pasca terjadinya perceraian. Pasal ini 
menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban menafkahi 
semua biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak. Namun, 
apabila si ayah dalam kondisi tidak mampu maka pengadilan 
dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya 
tersebut. Hal itu dapat dilihat pada ayat point b.  
 Kemudian dalam KHI Pasal 105 huruf c disebutkan 
bahwa dalam hal terjadinya perceraian yaitu: “Biaya 
pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”27 
    Dalam Pasal yang telah disebutkan di atas  
menyebutkan bahwa seorang ayah tetap berkewajiban untuk 







b.  Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah 
 Sebab-sebab wajibnya memberi nafkah dapat 
digolongkan kepada tiga sebab, yaitu: 
1. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan 
Ahli Fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan 
kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga 
dekat yang membutuhkan pertolongan”. Maksudnya keluarga 
yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti 
orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya 
bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila 
mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan 
hidupnya. 
 Imam Hanafi berpendapat: “Wajib nafkah kepada 
kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan 
kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang 
menyebabkan keharaman nikah”. 
 Jadi, suatu keluarga yang hubungan langsung ke atas 
dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan 
oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”. 
 Memberi nafkah kepada karib kerabat merupakan 
kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan 
karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan 
karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat berhak 
disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, 
meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya 
harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang 
di antara keduanya. 
 Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ 
ayat 26: 
َِتاَءَو اَذ ٱ َىَبْرُقل َُهَّقَحۥ ََوٱََنْيِكْسِمل ََوٱََنْب ٱَِلْيِبَّسل ََلَو َِّذَب ُتَْر اًر ْيِذْب َت.  
Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang 
dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang 
dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-




 Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
kewajiban memberi nafkah kepada keluarga-keluarga yang 
dekat serta kepada orang miskin, supaya harta yang dimiliki 
tidak untuk di hambur-hamburkan atau dihabiskan untuk 
kesenangan dirinya.   
2. Sebab Pemilikan 
 Seseorang wajib memberi nafkah terhadap yang 
dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang peliharaan, 
harus diberikan makanan dan minuman yang bisa 
menompang hidupnya. Bila seorang tidak mau 
melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang 
tersebut untuk memberi nafkah kepada binatang peliharaan 
dan pelayannya atau meyuruh untuk menjualnya atau 
melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakan, hakim 
boleh bertindak dengan tindakan yang baik. 
3. Sebab Perkawinan 
Perkawinan merupakan salah satu sebab terjadinya 
nafkah, karena dengan adanya akad nikah, seorang istri 
menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta 
mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Kewajiban 
memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk istri, 
namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika 
orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan 
anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan. 
 
c. Syarat-syarat Wajibnya Nafkah atas Anak 
 Ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah atas anak: 
1. Orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah 
atau mampu bekerja.  
 Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib 
baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika tidak 
mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka 
harus mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas 
ulama dan jika menolak mencari penghasilan maka pihak 
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pengadilan berhak menahannya. Adapun jika keadaan 
ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk 
bekerja dan diri sendiri dinafkahi oleh orang lain maka tidak 
berkewajiban memberi nafkah pada anak.  
 Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang ayah 
tidak wajib bekerja untuk memberi nafkah anaknya jika 
memang diri sendirinya susah meskipun masih mampu untuk 
bekerja. Namun, seorang ayah tidak wajib bekerja untuk 
menafkahi anaknya yang juga miskin.29 
2. Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta 
dan tidak mampu untuk bekerja.  
 Jika seorang ayah mempunyai harta yang dapat 
mencukupi anaknya maka nafkahnya diambilkan dari 
hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang lain. Dan jika 
seorang ayah mampu bekerja maka wajib bekerja. Anak kecil 
yang mampu bekerja maka nafkahnya dalam kerjanya itu, 
bukan tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya 
sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja 
maka tidak wajib memberinya nafkah. Alasan lain karena 
nafkah kekerabatan itu wajib atas dasar kelapangan dan 
kebaikan, sedangkan orang yang kaya tidak termasuk di 
dalamnya. 
 Orang yang memiliki tempat tinggal bisa boleh saja 
fakir dan membutuhkan nafkah karena tempat tinggal adalah 
kebutuhan asasi dan tidak boleh dijual. Adapun jika seorang 
anak memiliki dua tempat tinggal atau lebih maka tidak 
dianggap membutuhkan, tidak berhak nafkah atas orang 
selainnya, baik dari keluarga ayah ke atas maupun keluarga 
anak ke bawah karena salah satu tempat tinggalnya bisa dijual 
untuk menutupi kebutuhan.30 
3. Tidak berbeda agama, menurut Ulama Hanabilalah. 
 Jika berbeda agama dalam sambungan nasab maka 
anak tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. 
Alasannya, karena nafkah itu untuk kebaikan dan 
penghubung keluarga sehingga tidak wajib bagi anak yang 
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berbeda agama, selain itu juga seorang anak tidak termasuk 
dalam kategori kelompok yang mendapatkan warisan dari 
orang tuanya. Artinya, baik anak ataupun orang tua tidak 
berhak mendapatkan nafkah, karena orang yang 
mendapatkan nafkah itu adalah orang yang termasuk dalam 
kategori ahli waris, karena Allah SWT berfirman yang artinya, 
“…dan waris pun berkewajiban demikian…” (Al-Baqarah: 
233) artinya, nafkah itu wajib diberikan kepada orang yang 
ada kaitan kekerabatan dan orang yang termasuk ahli waris, 
jika bukan ahli waris maka tidak berhak mendapatkan nafkah 
karena tidak ada hubungan kekerabatan. 
 Mayoritas Ulama selain Hanabilah, dalam masalah 
nafkah anak tidak mensyaratkan harus seagama, dalil firman 
Allah SWT: 
 ... ىَلَعَو ٱَْوُلْوَملَِد َُهَل ََّنُه ُقْزِر ََّنُه ُتَوْسَِكو َِبٱَِفْوُرْعَمل ... 
Artinya: “...dan kewajiban ayah menanggung nafkah 
dan pakaian mereka dengan cara yang patut…” (QS. 
Al-Baqarah: 233)31 
 Ayat ini menunjukkan bahawa kelahiranlah yang 
menyebabkan wajibnya nafkah anak atas ayahnya, baik 
seagama maupun tidak, karena nafkah adalah penyambung 
hidup seseorang sedangkan hidup itu sangat urgen meskipun 
atas diri seorang kafir. Dan lagi pada hakikatnya harta itu 
tidak begitu penting karena Allah juga memberi rezeki 
kepada orang mukmin dan juga orang kafir.32 
 
d. Batas Usia Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca 
Perceraian 
 Dalam Al-Quran atau pun hadits tidak dijelaskan 
dengan jelas masa berakhirnya memberikan nafkah atas anak 
setelah terjadinya perceraian, hanya ada isyarat-isyarat ayat 
Al-Quran yang menjelaskan itu. Dalam hal ini terdapat 
beberapa perbedaan di antara pendapat imam madzhab 
mengenai batasan anak mendapatkan hak nafkah: 
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a. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh 
anak, hingga anak tidak membutuhkan bantuan 
ibunya yang artinya seorang anak mengurus sendiri 
keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci kira-
kira usia anak sampai dengan 7 (tujuh) tahun dan 
menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat 
pada usia 9 (sembilan) tahun. 
b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa 
pemberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir 
sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk 
mengasuhnya akan tetapi, mengenai biaya nafkahnya 
tetap kewajiban seorang ayah. 
c. Ulama Syafiiyyah berpendapat tidak ada batas waktu 
dalam hal pengasuhan. Sesungguhhnya anak kecil 
berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan 
siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak atasnya. 
d. Ulama Hanbilah mengatakan bahwa masa hak nafkah 
terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan 
adalah 7 (tujuh) tahun. Tetapi jika anak sudah 
mencapai 7 (tujuh) tahun dan kedua orang tuanya 
sepakat agar salah satu dari mereka yang 
mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya 
berselisih maka akan disuruh untuk memilih.33 
 Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 
156 mengenai akibat perceraian ayat (a), (b), (d) dan (f) yang 
berbunyi: 
(a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkaan 
hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah 
meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 
oleh: 
a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari 
ibu; 
b. Ayah; 




d. Saudara perempuan dari anak yang 
bersangkutan; 
e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis 
samping dari ayah. 
(b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk 
mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; 
(d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi 
tanggung jawab ayah menurut kemampuannya 
sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa 
dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 
(f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat 
kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya 
untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 
yang tidak turut padanya.34 
 
Dari ayat KHI di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
hak hadhanah bagi anak yang masih di bawah umur itu berada 
di bawah tangan seorang ibu, apabila anak sudah mumayyiz 
atau baligh maka anak boleh untuk memilih salah satu di 
antara kedua orang tuanya baik ayah atau ibunya. Biaya 
hadhanah dan nafkah menjadi tanggung jawab seorang ayah 
meskipun si anak tidak tinggal bersama dengan ayahnya. 
 
3. Perceraian Tanpa Melalui Putusan Hakim 
Pengadilan Agama dan dampaknya 
a. Hukum Perceraian Ditinjau dari Segi 
Kewenangannya 
 Menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak 
talak sedangkan istri tidak. Talak adalah hak suami, karena 
seorang suamlahi yang berniat melangsungkan perkawinan, 
suami yang berkewajiban memberi nafkah, dan suami pula 
yang wajib membayar mas kawin, mut’ah, serta nafkah. Di 
samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap 
sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak 
akan menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran 
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yang menimpanya. Sebaliknya kaum wanita itu lebih cepat 
marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat meminta cerai 
hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak 
masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak 
untuk menjatuhkan talak 35 Maka dapat disimpulkan bahwa 
hak untuk menjatuhkan talak mutlak berada pada suami. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 
229: 
ٱ َلَّطلَُق َِنَاتَّرَم َُكاَسْمَِإف  َفْوُرْعَمِب وَأ َُحِْيرْسَت  َناَسْحِِإب ... 
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu 
boleh rujuk lagi dengan cara yang ma´ruf atau menceraikan 
dengan cara yang baik…” (QS. Al-Baqarah: 229)36 
 
 Dari ayat di atas menjelaskan bahwa hak talak berada 
pada suami karena ayat ini memberikan kewenangan 
terhadap suami yang telah menceraikan istrinya dua kali 
boleh merujuk kembali dengan istrinya dan boleh untuk 
menceraikannya. Dari beberapa ayat yang menjelaskan 
tentang perceraian salah satunya adalah ayat 229 surat al-
baqarah ini, menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat luas 
bahwa suami berhak dan sah untuk menceraikan istri di 
manapun dan kapanpun dengan adanya saksi. Akan tetapi, 
dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia 
jika suami hendak menceraikan istrinya harus terdapat adanya 
beberapa ketentuan, yaitu: 
a) Perceraian harus dilakukan di depan sidang 
Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) 
Undang-undang No. 01 Tahun 1974 yang telah 
direvisi dan disahkan pada tanggal 16 September 2019 
(belum dibukukan), dan Pasal 65 Undang-undang No. 
07 Tahun 1989 ditentukan bahwa: “Perceraian hanya 
dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-
istri)”.37 Kemudian dalam KHI Pasal 117 juga 
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menyebutkan bahwa salah satu penyebab putusnya 
perkawinan adalah ucapan talak di hadapan sidang 
Pengadilan Agama. Pasal 117 berbunyi bahwa: “Talak 
adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan 
Agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan, 
dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 
129, 130 dan 131”.38  
b) Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang 
sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Hal 
ini diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 
01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi 
dan disahkan pada tanggal 16 September 2019 (belum 
dibukukan), Jo Pasal 19 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, 
yaitu: 
(1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi 
pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya 
yang sukar disembuhkan; 
(2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 
(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang 
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuannya; 
(3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 
(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat 
setelah perkawinan berlangsung; 
(4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat yang membahayakan terhadap 
pihak yang lain; 
(5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau 
penyakit yang mengakibatkan tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 
(6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi 
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 





 Kemudian dalam KHI terdapat tambahan dua alasan 
perceraian selain alasan-alasan di atas, yaitu pada Pasal 116: 
g. Suami melanggar ta’klik-talak;  
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 
terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.40 
 Hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa 
perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, 
dan tidak diakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. 
Namun, sebagian masyarakat di Indonesia ada yang 
melakukan perceraian tanpa melalui keputusan hakim 
Pengadilan Agama yang dapat disebut juga dengan perceraian 
di bawah tangan.  
 Kedudukan perceraian di bawah tangan menurut 
hukum Islam itu sudah sah dan diakui keberadaannya, 
sehingga apabila terjadi perceraian maka terdapat akibat 
hukum seperti putusnya hubungan perkawinan dan akibat-
akibat hukum lainnya. Sedangkan menurut hukum positif di 
Indonesia apabila perceraian itu terjadi tanpa melalui 
keputusan hakim Pengadilan Agama maka tidak dapat 
pengakuan dan perlindungan hukum beserta akibat-akibat 
dari perceraian tersebut, dikarenakan tidak memiliki kekuatan 
hukum sebab perceraian yang telah dilakukan itu tidak sesuai 
dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.  
 
b. Dampak Perceraian Tanpa Melalui Keputusan 
Hakim Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Anak 
 Para Fuqaha sepakat jika ayah masih mampu bekerja 
dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama maka ia sendiri 
berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa 
dibantu oleh orang lain,41 berdasarkan firman Allah SWT: 
… ىَلَعَو ٱَِدْوُلْوَمل َُهَل ََّنُه ُقْزِر ََّنُه ُتَوْسَِكو َِبٱَِفْوُرْعَمل… 
Artinya: “…Dan kewajiban ayah memberi makan 
dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf…”. 
(QS Al-Baqarah: 233)42 
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 Ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah 
untuk anak karena termasuk bagian kewajiban dari ayah, 
sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti 
memberi nafkah untuk diri sendiri. 
 Adapun jika ayah sudah tidak ada, atau ada tetapi 
miskin atau lemah dan tidak mampu untuk bekerja, sakit, 
atau sudah lanjut usia atau sejenisnya maka menurut 
pendapat Hanafiyyah tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan 
kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada, baik lelaki 
maupun perempuan jika memang mampu. Artinya, nafkah 
itu wajib atas seorang kakek terhadap cucunya jika memang 
mampu, atau atas ibu terhadap anaknya jika ia memang 
mampu. Jika kakek atau ibu menanggung nafkah anak 
padahal ayah si anak tersebut masih ada, namun ekonominya 
sedang sulit, maka ketika ekonominya membaik, kakek dan 
ibu tadi boleh meminta ganti nafkah kepadanya. Karena, 
nafkah yang ia keluarkan itu menjadi utang bagi ayahnya, 
sebagaimana juga bolehnya meminta ganti nafkah jika 
memang hakim memerintahkannya.43 
 Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 
seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap 
anaknya meskipun sudah bercerai dengan ibu dari anaknya 
tersebut, namun ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya 
sesuai dengan kemampuan yang ia miliki jika seorang ayah 
dalam keadaan sulit dalam ekonominya tetap berkewajiban 
untuk memberi nafkah, karena wajibnya memberi nafkah 
kepada anak itu seperti wajibnya memberi nafkah terhadap 
diri sendiri. Sebagaimana pendapat Imam Mundzir dalam 
kitab Al-Mughni jilid 11 karangan Ibnu Qudamah 
mengatakan: 
“Para Ulama sepakat bahawa seorang lelaki wajib 
menanggung nafkah anak-anaknya yang masih 
kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak 
seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari 
orang tuanya. Sebagiamana dia berkewajiban 
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memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, 
dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk 
darah dagingnya.”44 
Dari pendapat di atas maka disimpulkan bahwa 
seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap 
anaknya yang masih kecil dan tidak memliki harta atau 
miskin, karena anak berasal dari darah dagingnya sendiri. 
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. 
urutan tanggung jawab seseorang memberikan nafkah 
terhadap anak berada pada posisi kedua setelah tanggung 
jawabnya terhadap dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan 
sabda Rasul SAW berikut ini: 
َْنَعَو يَِبأ ََةَر ْيَرُه ىِضَر َُللا ىَلاَع َت َُهْنَع ََلَاق: ََءاَج  َلَُجر ىلإ َِّيِبَّنلا ََلاَق َف: َِلْوُسَرَاي 
َِللا يِدْنِع ؟ راِنْيِد ََلَاق: َُهْقِفَْنا ىَلَع ََكِسْف َن ََلَاق: يِدْنِع ؟ُرَخآ ََلَاق: َُهْقِفَْنا ىَلَع 
ََكِدَلَو ََلَاق: يِدْنِع ؟ُرَخآ ََلَاق: َُهْقِفَْنا ىَلَع ََكِلْهَأ َاقََل: يِدْنِع ؟ُرَخآ ََلَاق: َُهْقِفَْنا 
ىَلَع ََكِمِداَخ ََلَاق: يِدْنِع ؟ُرَخآ ََلَاق: ََتَْنا َُمَلْعَا َُهَجَرْخَا َُّيِعِفا َّشلا ُوَباو ََدواَد 
َُظْفّلاو َُهَل, َُهَجَرْخَاَو اَسَّنلا َُّيِئ َُمِكاَحاَو ميِدَِقب َِةَجْوَّزلا ىَلَع َِدَلَوْلا.  
Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. Ia berkata: Seorang 
laki-laki mengadap Nabi ssaw, dan bertanya: “Wahai 
Rasulullah, aku memiliki satu dinar? Rasulullah bersabda: 
“Nafkahilah dirimu sendiri!”. Kata lelaki: “Aku 
mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda: “Infakkanlah 
(nafkahilah) kepada anakmu!”. Kata lelaki: “Aku 
mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda: “Infakkanlah 
(nafkahilah) kepada istrimu!”. Kata lelaki: “Aku 
mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda: “Infakkanlah 
(nafkahilah) kepada pembantumu!”. Lelaki itu tetap 
berkata: “Aku mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda: 
“Engkau yang lebih mengerti (siapa yang harus engkau beri 
nafkah)”. (HR. Syafi’i dan Abu Dawud dan lafal 
hadits menurut Abu Dawud dan diriwayatkan 
juga oleh al-Nasa’i, dan lafal al-Hakim 




Maka dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa 
menafkahi anak merupakan sesuatu yang sangat wajib bagi 
seorang ayah seperti halnya untuk menafkahi dirinya sendiri.  
Adapun dalam undang-undang mengenai wajibnya 
seorang ayah menafkahi anaknya meski sudah bercerai 
terdapat pada Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang telah direvisi dan disahkan pada tanggal 16 
September 2019 (belum dibukukan), pada BAB X tentang 
Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, Pasal 45 
menyatakan bahwa: 
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik 
anak-anak mereka sebaik-baiknya. 
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 
berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun 
perkawinan antara kedua orang tua putus.46   
 
 Kemudian dalam KHI Pasal 105 huruf c disebutkan 
bahwa dalam hal terjadinya perceraian yaitu: “Biaya 
pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.47 
Dari 2 Pasal yang disebutkan di atas maka diketahui bahwa 
ayah tetap berkewajiban untuk menanggung biaya 
pemeliharaan meskipun perkawinan dengan ibu dari anaknya 
itu sudah putus atau bercerai 
 
PENUTUP 
Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Dampak yang ditimbulkan dari perceraian tanpa 
melalui keputusan hakim Pengadilan Agama terhadap 
nafkah anak yaitu tidak terjamin dan tidak 
terlaksananya secara maksimal pemberian nafkah 
terhadap anak yang tinggal dengan mantan istri, 
karena tidak adanya kekuatan hukum dari perceraian 
yang dilakukan tanpa melalui keputusan hakim 
 488 
 
Pengadilan Agama, jika perceraian itu dilakukan di 
hadapan sidang pengadilan maka seorang ayah dapat 
dipaksa untuk membayar nafkah untuk anaknya 
karena peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia itu bersifat memaksa, namun dalam 
hukum Islam ayah tetap berkewajiban untuk 
memberi nafkah kepada anaknya karena memberi 
nafkah kepada anak itu wajib sebagaimana memberi 
nafkah kepada diri sendiri. 
2. Beberapa faktor yang menyebabkan seorang ayah 
tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada 
anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Kramat 
Jati yaitu karena faktor ekonomi; faktor kurangnya 
kesadaran seorang ayah terhadap rasa tanggung 
jawab, didikan agama, dan pengetahuan pada 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; 
faktor sudah memiliki keluarga baru; dan faktor 
psikologis di antara suami istri pasca perceraian,  
yang berakibat hubungan antara ayah dan anak ikut 
serta menjadi kurang baik. 
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